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pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustu= Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

bertempat di Kupang, dalar"n rangka KERJ*$A!!!A PEHGAVI,ASAI{ DAH PEIfiA}*TAUAN PARTISIPATIF

TERKAIT PEMBERITAAN IT.IFORFTASI PE}*YELEI'ISGARAA}I PEHILI}IAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA I]YALI KOTA OAN WAKIL I'YALI KOTA TAI'IUN

2A24 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun ?014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

hlenjadi Undang-Undang Sebagaimana telah dii:hah beberapa kali, terakhir meniadi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah P*ngganti tJndang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2il14 tentang Pemilihan Gubernur

Bupati, dan Walikota Menjadi LJndang-Undang menladi Undang-L!ndang, di proviL-si Nusa Tenggara Timt:r

maka kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. NONATO DA PURIF|CACAO SARffEHTO, S.Si Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal irl

beitindak untuk dan atas nama Badan Penqal^ras

Pemilihan ljmum Provinsi Nusa Tenggara Tirnu'

(Bawaslu Provinsi NTT), berkedudukan di Ja a^

R. Soeprapto Nc 28 , Oebo'bo, Kota Kupang Nusa

Tenggara Timur. selanjutnya disebut Pll-1AK

PERTAMA

2. DTs.ASMETH SETIABUDITAKALUffANG Kepala Televisi Repubtik lndonesia Stasiun l.lusa

T*nggar* Timur, dalam hal ini bertindak untuk

da* atas nama Televisi Republik lndonesta

Stasiun l"lusa Tenggai'a Timui', berkedudukan di

Jelan. \{.J. Lalamentik Oebufu, Kec Oebobo

Kota Kuoang. Provinsi Nusa Tenggara T mu'

selaniutnya disebui PiIAK KEDLii



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK. Selaniutnya

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihar: Umun yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Pravinsi Nusa Tenggara Timur;

Z. Bahv,ia PIHAK KEDUA adatah Teievisi Repubtik lndcnesia Stasiun F.lusa Tenggara Timur adalah

Lembaga Pe*yiara* Publik yang b*rsilat i**ependen, netral, dan tidak komersial dengan wilayah

jangkauan penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Waki{ Gubernur, Eupati dan Wakii Bupati, Walikota dan Wakil Wali

Kcta, waiib diawasi oleh Bawaslu Prcvinsi, Bawaslu (abupatenlKota sela jajarannya ditingkat

bawah;

4, Bahwa untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat

sosial, serta melestarikan budaya bangsa uniuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui

penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia adalah tugas yang diemban oleh Televisi Republik !ndcnesia Nusa Tenggara Timur;

S, Bahwa berdasarkan pertimbanga* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang

perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur {Bawastu Provinsi NTT} dengan Televisi Republik lndonesia Nusa Tenggara

Timul dalam Kerjasama Pengavrasan Dar Pema*iauai'i Pa;tisipatif Terkait Pemberitaan Informasi

Penyelenggaraan Pemilihan Gub*n:ur Dan Wakil Gubsmur, Bupati Dan VYakil Bupati Serta Waii

Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1, Undang-Undang Republik lndo*esia Nomcr 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menladi Undang-

Undang Republik lndcnesia N*mor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2022 Tentar,g Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2, Undang-Undang l',lomor 1 Tahun 2015 Tentang Peaetapan Peraiuran Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Ncmor 1 Tahun 2il't4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tvlenjadi

Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraiuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20'14 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah;

4. Peraturan Bacian Pengawas Pemiiihan Umum Nomor I Tahun 2020 Teniang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

WakilWdikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor $ Tahun 202A Tentang Tata Cara

Fonennanan Poiannnaran Adminiqtraci Pomilihen C"homrlr dan $Jakil GUbei'nUf, BUpati dan $Jakilt (,iiciIvoiioii i ulqiiYguigli rlviiItiiiJtlqJl I vrIrrrrt)urI uvuvrIr1

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikata yang te{adi secara TSIvI

0, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakii Wali Kota Tahun 2024



BAB I

HAKSUD DAN TUJUAN

Pasal I

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan Dan

Pemantauan Partisipatit Terkait Pemb*riiaan infurmasi Penyeienggaraan Pemiiihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2424 Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Ke(asama Pengawasan Dan Pemantauan

Partisipatif Terkait Pemberitaan infcrmasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubei'nur Dan 'f,rakii

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serte Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2424 Di Provinsi

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan

Kepala Daerah.

BAB II
OtsJEI{ DAN RUANG LII.IGXUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberitaan dan infamasi yang beredar di masyarakat terkait

dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Serta \rVali Kcia Dan Wakil ltali Kota Tahun 2024 diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama

Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan lnfomasi Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati ilan Wakil Bupati Serta Wali Kata Dan Wakii Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil tsupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman inidibentuk Forum Kocrdinasi dan Komunikasi Kerjasama

Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan lnfomasi Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III

BET'ITUT XESEPAHA*IAH

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan

informasi Penyeienggaraan Pemiiihen Gubernur D*n Wakii Gubernur, Bupaii Dan Wakil Bupati Serta Waii

Kota Dan WakilWali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Dan

Pomanfarran Partiqinatif Tcrkait Pcmhcritaan lnfnrmaci Pcnvplcnnoarean Pcmilihan Grrhprnrrr llan \A/akil

Gubernur, Bupati Dar: Wakil Bupaii Serta Waii Kola Dan WakilWaii Kota Tahun 2024.

Pasal I
1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data da* info*rasi serta sosialisasi bersama terkait Kerjasama

Dnnna,r,ocan I-\an Dnmtnlar,an Darlioinn*i{ Tnrlrtil Dnmhnri}aan lnfnrmani Dnntrnln^nna"^anrsilvovvoD(]lr rJail I tr;ilrolrrouorl r criLiDrPatn r(irnoil. r uilr\Jtiiltaoil illruililoor ttrllytrrEilvvor oarl

Pemilihan Gubernur Dan lYakil Gubernur, Supati Dan Wakil Supaii Serta Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Tahun 2024:

2



2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah. seminar workshop

dan pembuatan alat peraga atau poster serta kegiatan lainnya terkait Kerjasarna Pengawasan Dan

Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan lnfarmasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kola Dan WakilWali Kota Tahun 2024.

Pasal t
PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan

adanya dugaan pelanggaran terhadap pemberitaan dan infomasi dalam rangka penyeienggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

tahun 2024 kepada Badan Pengawas Per"nilihan Umurn Frovinsi ltJusa Tenggara Timur(Ba'waslu Frovinsi

NTT) dan informasi tersebul merupakan informasi awal yang akan ditindakianjuti sesuai niekanisme

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

r!',1rre *^., :l:,il t*,,= tArrr,.D
I tJut't9 lJfttl I Allr\r\r\rlI9 rrratlraE

Fasal lS

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAIvIA memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk:

a. Menyiapkan p0sk0, pusat infcrmas; dan kcmunikasi;

b. fuIemantau isu-isu yang berkembar:g lerkait pengawasan kanten infcmasi di platform media cetak

maupun media scsial;

c, [vlemberikan informasi dan bimbingan teknis da]am rangka peningkatan kualitas sumber daya;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepaharnan ini; dan

e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhaCap pelaksanaan nota

kesepahaman ini,

Pa*al 1{

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakii Bupati serta Wali Kota dan YYakil *Iali Kota lahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

b. Memberikan sasialisasi kepada masyarakat selaku PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan

partisipasi masyarakal dalam melakukan pengawasan yang optimal dan parlisipatif khususnya

terhadap konten pernberitaan dan informasi dalam pemllihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Vlakil Wali Kola tahun 2*24 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

pada konteks pengawasan pemberilaan dan informasi,

c. Turut berpartisipasi aktif unluk menyebarkan pemberitaan dan informasi yang berimbang

berdasarkan fakta kepada masyarakat terkait pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Waxii Bupaiiseria Waii Kcta can Wakii Wali Kota tahun 2024;

d. Memberi masukan dan araha* dalam rangka moniloring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota

kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal {2
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dad pelaksanaan Ncta Kesepahaman ini dibebankan kepada

anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KORESPONDE!*SI DAN }TOMU}**H3,S i

P*sal 13

1) Semua surat menyurat danlatau pember*tah*an cleh saiah satu pihak kepada pihak lain

disampaikan ke alamat yang tenebut di bawah ini :

IL



a, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NIT)

bertempat di Jalan R. Soeprapto, No 28, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

b. Televisi Republik lndonesia Nusa Tenggara Timur, bertempat di Jalan. W.J. Lalamentik Oebufu,

Kec. Oebobo, Kota Kupang, Pravinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Dalam hal terjadi perubahan alamai sebagaima*a dimaksud pada ayat 1J, maka perubahan

tersebut diberitahukan secara tertllis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling

lambat 5 {lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka

surat menyurat danlatau pembe*tahuan bedasa*an Noia Kesepahaman ini dianggap telah

disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB YII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal'14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbui dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan

diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara rnusyarawah untuk mufakat.

BAB YIII

I{ ETE I{TUAI{ I.AI H. I.AI I'I

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
PEI,IUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAI( dan berlaku selama Kerjasama
r n r'r Y I 'r n t -a I h

rengawasan uan remantauan ranrsi[]alil rerKalt refn0enlaarl []rorrnas, renyererlggaraan remilrnair

Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati *an Wakil Bupati Se*a Waii Kata Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 17

Demikian Nota Kesepahaman ini ,Jibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana

disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 idua) asii. b*rn:alerai cukup, dan masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILi|.IAI{ UMUM

PIHAK II

TELEVISI RE K INDONESIA

PROVINSI NUSN TENGGARA TIMUR
Ta(E$jA,

STASIUN NU TENGGARA TIMUR
KEPALA,

o

)
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